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ABSTRAK

Good Regional Financial Management can improve the financial performance of a local
government Regional financial management includes the use of budgets which is the
official who holds the authority to use the budget to carry out the duties. Problem
formulation: 1) How is the Implementation of Budget Use in the Regional Disaster
Management Agency of West Sumatra Province Based on Regional Regulation of West
Sumatra Province Number 4 of 2022 concerning Regional Financial Management? 2)
What are the obstacles faced by the Regional Disaster Management Agency of West
Sumatra Province in the implementation of budget use? 3) What are the efforts made by
the Regional Disaster Management Agency of West Sumatra ? . The type of research used
is Sociological Juridical. Data collection techniques through interviews and document
studies. The data is analyzed qualitatively. The results of the study: 1) The budget funds
of the Regional Disaster Management Agency of West Sumatra Province that were
realized did not experience a deficit 2) Constraints on the use of the West Sumatra
Province BPBD budget, namely the budget that was late down from the West Sumatra
Provincial APBD.3) Efforts made by BPBD West Sumatra Province with careful budget
planning, Financial Supervision and Control

Keywords: budget, Regional Board For Disaster Management, Regional Finansial

Management
I. PENDAHULUAN Pasal 1 Angka 68 Peraturan
A. Latar Belakang Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Pengelolaan keuangan Tentang Pengelolaan Keuangan
daerah merupakan masalah yang Daerah, yaitu penggunaan
banyak dibicarakan dalam konteks anggaran  merupakan  pejabat
sektor publik. Pengelolaan pemegang kewenangan
keuangan daerah yang baik dapat penggunaan  anggaran  untuk
meningkatkan kinerja keuangan melaksanakan tugas dan fungsi
suatu pemerintah daerah demikian Satuan Kerja Perangkat yang
sebaliknya pengelolaan keuangan dipimpinnya.
daerah yang buruk akan membuat
kinerja keuangan suatu pemerintah Penggunaan anggaran
daerah akan menurun yang dilaksanakan SKPD (Satuan
Kerja Perangkat Daerah) Provinsi
Dalam Pengelolaan Sumatera Barat terdapat dalam
Keuangan Penyalahgunaan Pasal 11 Peraturan Daerah

Anggaran, yang diatur dalam Provinsi Sumatera Barat Nomor 4



Tahun 2022 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Oleh  karena
itu, di Provinsi Sumatera Barat
memiliki beberapa Satuan Kerja
Perangkat daerah (SKPD) antara
lain di BPBD Provinsi Sumatera
Barat

Berdasarkan Penggunaan
Anggaran  Pemerintah  Daerah
Provinsi Sumatera Barat melalui
BPBD Provinsi Sumatera Barat
ditemukan bahwa Anggaran dana
dari APBD sangat
memprihatinkan dikarenakan
kurang tegas dan tidak cepat
dalam alokasi dana ke BPBD
Provinsi Sumatera Barat.
Sehingga, banyaknya program
penting yang tidak bisa dijalankan

Berdasarkan latar  belakang
tersebut penulis telah melakukan
penelitian  dengan  judul
IMPLEMENTASI

PENGGUNAAN ANGGARAN
BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA
BARAT BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 4 TAHUN
2022 TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan
Penggunaan Anggaran
BPBD Provinsi Sumatera
Barat Berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 4 Tahun 2022
Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah?

2. Apa Saja Kendala-Kendala
Yang Dihadapi BPBD

Provinsi Sumatera  Barat
Dalam Pelaksanaan
Penggunaan Anggaran
Berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2022
Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah?

Apa Saja Upaya-Upaya Yang
Dilakukan BPBD Provinsi
Sumatera  Barat  Dalam
Pelaksanaan Penggunaan
Anggaran Berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 4

Tahun 2022 Tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa
Pelaksanaan Dalam
Penggunaan Anggaran BPBD
Provinsi  Sumatera  Barat
Berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 4 Tahun 2022
Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

2. Untuk Menganalisa Kendala-
Kendala Yang Dihadapi
BPBD Provinsi Sumatera
Barat Dalam Pelaksanaan
Penggunaan Anggaran
Berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2022
Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

3. Untuk Menganalisa Upaya-

Upaya Yang Dilakukan
BPBD Provinsi  Sumatera
Barat Dalam Pelaksanaan
Penggunaan Anggaran
Berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 4 Tahun 2022
Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Il. METODE PENELITIAN

1.

Jenis Penelitian

Penelitian ini  merupakan
penelitian yuridis sosiologis
Sumber Data

Sumber data yang digunakan
yaitu data primer dan data
sekunder yang terdiri dari
bahan hukum primer dan
baham hukum sekunder



3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data
yang digunakan yaitu studi
dokumen dan wawancara

4. Teknik Analisa Data
Teknik analisa data yang
digunakan yaitu analisis data
kualitatif

I11. HASIL PENELITIAN DAN

A.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penggunaan
Anggaran BPBD Provinsi
Sumatera Barat Berdasarkan
Peraturan  Daerah  Provinsi
Sumatera Barat Nomor 4 Tahun
2022 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Pelaksanaan  penggunaan
anggaran BPBD Provinsi Sumatera
Barat sudah  sesuai  dengan
Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 4 Tahun
2022, dana anggaran BPBD
Provinsi Sumatera Barat dengan
yang direalisasikan tidak
mengalami defisit atau adanya Sisa
Lebih  Pembiayaan = Anggaran
(SILPA) pada tahun sebelumnya,
sehingga BPBD Provinsi Sumatera
Barat tidak kesulitan dana untuk
menjalankan rancangan
penggunaan  anggaran BPBD
Provinsi Sumatera Barat.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi
BPBD Provinsi Sumatera Barat
Dalam Pelaksanaan Penggunaan
Anggaran Berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2022 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Kendala yang dihadapi
BPBD Provinsi Sumatera Barat
dalam pelaksanaan Penggunaan
Anggaran yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran yang terlambat turun

2. Dana anggaran BPBD Provinsi
Sumatera Barat hanya dapat

mengandalkan ~ Sisa  Lebih

Pembiayaan Anggaran
(SILPA) Pada Tahun
sebelumnya

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan

BPBD Provinsi Sumatera Barat
Dalam Pelaksanaan Penggunaan
Anggaran Berdasarkan
Peraturan Daerah  Provinsi
Sumatera Barat Nomor 4
Tahun 2022 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

Upaya vyang dilakukan
BPBD Provinsi Sumatera Barat
terhadap kendala-kendala dalam
Pelaksanaan Penggunaan Anggaran
tersebut adalah:

1. Perencanaan Anggaran Yyang
Matang

2. Pengawasan dan Pengendalian
Keuangan

3. Transparansi dan Akuntabilitas

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan penggunaan
anggaran  BPBD  Provinsi
Sumatera Barat sudah sesuai
dengan  Peraturan  Daerah
Provinsi ~ Sumatera  Barat
Nomor 4 Tahun 2022, dana
anggaran BPBD  Provinsi
Sumatera Barat dengan yang
direalisasikan tidak mengalami
defisit atau adanya Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran
(SILPA) pada tahun
sebelumnya, sehingga BPBD
Provinsi Sumatera Barat tidak
kesulitan dana untuk
menjalankan rancangan
penggunaan anggaran BPBD
Provinsi Sumatera Barat

2. Kendala-kendala yang
dihadapi oleh BPBD Provinsi
Sumatera Barat yaitu anggaran
yang terlambat turun dan Dana



anggaran BPBD  Provinsi
Sumatera Barat hanya dapat
mengandalkan ~ Sisa  Lebih

Pembiayaan Anggaran
(SILPA) Pada Tahun
sebelumnya

3. Upaya-upaya vyang dilakukan
BPBD Provinsi Sumatera Barat
dalam pelaksanaan penggunaan
anggaran  yaitu: melakukan
Perencanaan Anggaran Yyang
Matang, Pengawasan dan
Pengendalian  Keuangan
Transparansi dan Akuntabilitas

B. Saran
1. Adgar BPBD Provinsi
Sumatera Barat bisa

koordinasi dan komunikasi
dengan pemerintah daerah
untuk memastikan alokasi
anggaran yang memadai

2. Agar adanya ketersediaan
dana yang dimiliki oleh
BPBD Provinsi Sumatera

Barat

3. Agar BPBD Provinsi
Sumatera Barat bisa
memanfaatkan sumber

pendapatan keuangan daerah
sesuai  dengan  Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 4 Tahun 2022
Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
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